
SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROⅥ NSISUMnTERA UTARA

NOMOR  7 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 31 1

ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol+ tentang
Pemerintahan Daerah, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan

rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan

dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD

sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan untuk memperoleh

persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan
sebagaimana dimaksud pada huruf a2 merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2A22 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan
Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara yang teiah disepakati Pemerintah Daerah
bersama DPRD pada tanggal 4 Nopember 2O2l;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun Anggaran 2O22;
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Mengingat 1.  Pasal 18 ayat(6)Undang―Undang Dasar 1945;

2. Undang― Undang Nomor  24 Tahun  1956  tentang

Pernbentukan Daerah Otonorn Propinsi Attch dan

Pcrubahan Pcraturan Pcmbentukan Propinsi Surllatera

Utara (Lembar〔狙■ Negara Republik lndonesia Tahun

1956 Nornor 64,Tambahan Lcmbaran Negara Republik

lndonesia Nomor l103):

3. Undang― Undang Nomor  17 Tahun  2003  tentang

Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik ll■ donesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4286);

4.  Undang― Undang  Nomor  l  Tahun  2004  tentang

PerbendahaFaan Ncgara (Lernbaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran

Negara Republik lrldOnesia Nomor 4355);

5. Undang― Undang Nomor  15  Tahun  20o4  tentang

Pemeriksaan Pengelolaan clan Tanggungjawab
Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4400);

6.  Undang― Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Pcrencanaan Pembangunan Nasional(Lcmbaran Ncgara

Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421);

7. Undang― Undang Nomor  33  Tahun  2004  tentang

Perilnbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pcrl■crintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik

lndonesia  Tahun  2004  Nomor  128,  Tambahan

Lcmbaran Negara Republik lndonesia Norrlor 4438);

8. Undang― Undang Nomor 23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan
Lembaran Negara Republik lndOnesia Norl■or 5587)
sebagailnana telah diubah beberapa kali tcrakhir

dengan Undang― Undang Nomor ll Tahun 2020 tentang

Cipta Ketta (Lembaran Negal‐ a Republik lndonesia
Tahun 2020 Nomor 245,Tambahan Lembaran Ncgara
Republik lndOnesia Nomor 6573);
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Peraturan Pemerintah Nonllor 55 Tahun 2005 tentang

Dana  Perimbangan  (Lembaran  Negara  Republik

lndonesia  Tahun  2005  Nomor  137,  Tarnbahan

Lclnbaran Negara Rcpublik lndoncsia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistern lnformasi Keuangan Daerah(Lcmbaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 138,Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4576)

sebagairnana   telah   diubah   dengan   Peraturan

Pemerintah Nornor 65 TahLLn 2010 tcntang Perubahan

Atas Peraturan Pcmerintah Nomor 56 Tahun 2005

tentang Sistern lnformasi Keuangan Daerah(Lernbaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor l10,

Tambahan Lcmbaran Ncgara Rcpublik lndonesia Nomor

5155);

Pcraturan Pcmerintah Nomor 8 Tahun 2006 tcntang

PelapOFal■ Keuangan dan Kinetta lnstansi Pemerintah

(Lembaran Ncgara Republik lndonesia Tahun 2006
Nornor 25, Tambahan Lcmbaran Ncgara Rcpublik

lndonesia Nomor 4614);

Pcraturan Pemcrintah Nornor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan   dan   Pengaurasan   Penyelenggaraan

Pemerintah  Daerah  (Lernbaran  Negara  Republik

lndonesia Tahun 2017 Nomor 73,Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 6041);

Pcraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tcntang

Hak  Keuangan  dan  Adlninistratif Pirnpinan  dan

Anggaran Dewan Pemrakilan Rattat Daerah(Lernbaran

Ncgara Rcpublik lndonesia Tahun 2017 Nomor 106,

Tambahan Lembaran Negara Republik lrldonesia Nomor

6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai

Wakil Pcrncrintah Pusat(Lcmbaran Ncgara Rcpublik

lndonesia  Tahun  2018  Nomor  109,  Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6624);

Perat■lran Pemerilltah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan  Kcl■ angan  Dacrah  (Lernbaran  Negara

Rcpublik lndonesia Tahun 2019 NOmOr 42,Talnbahan

Lcrllbaran Negara Republik lndonesia Nomor 6322):

10.

11,

12.

13.

14.

15.
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Peraturan 1/1enteri Dalarn Negcri Republik lndOnesia

Nomor 27 Tahun 2021 tentang PedOman Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belatta Daerah Tahun

Anggaran 2022;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Surrlatera Utara(Lernbaran Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lcmbaran

Daerah PrOvinsi Surnatera Utara Nol■Or 32);

Dengan Persetu」 uan Bersatta

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyeienggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan Deu,an Perrn'akilan Raky-at Daerah menLlrut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubrlik

Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan

Perda.

16.

17.
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6. Pendapatan Daerah adalah semua hak claerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekavaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah,
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasa1 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah,belatta daerah,dan pcmbiayaan daerah

dengan rincian sebagai bcrikut:

a. pendapatan     Rp.  12.oll.625.563.716,00

b.belatta     Rp.12.649.625.563,716,00

Surplus/Deflsit           (Rp.638.000.Ooo.oOo,oo)

c.  pembittaan

l.Penerirnaan  Rp.    750.000.00o.000,Oo

2.Pengeluaran  Rp.    112.000.000.o00,oo

Pembittaan Netto          RP.  638.000.Ooo.oOo,oo

Sisa Lcbih Pembiayaan Anggaran TahLLn
Berkenaan                             Rp.             0,00

Pasal 3
Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 12.a11.625.563 .7t6,oo y-ang
bersumber dari :

a. pendapatan asli. daerah;

b. pendapatan transfer; dan
c" lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

[1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a
direncanakan sebesar Rp.6.s19.0 12.3 13.3 l6,o0, yang terdiri atas :

a. pajak daerah;
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b. retribusi daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Ftp. 6.227 .7 7 4.A43 "083,00.

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1i hr_rruf b
direncanakan sebesar Rp. 68.4 1 5.527.040,00"

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp. 354.7 59 .99 L .17 6,OA.

(5) Lain-iain pendapatan asli daerah yang sah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ci direncanakan se6esar
Rp. 1 68.0 62.7 5 1.7 17,AO "

Pasal 5

Pendapatan transfer sehagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp. 5.093.345.250.400,00, yang terdiri atas Pendapatan
transfer pemerintah pusat.

Pasal 6
(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 99.268.000.000,00, yang terdiri
atas:

a. pendapatan hibah;

b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

(2i Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf a.

direncanakan sebesar Rp. 7 4.268.000.000,00.

{3} Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b clirencanakan
sebesar Rp. 25.0O0.000.000,00.

Pasal 7

Anggaran belanja daerah direncanakan sebesar Rp. 12.649.625.568.7 16,0A,
yang terdiri atas:

a. belanja operasi;

b. belanja modal;

c. belanja tidak terduga; dan

d" l-relanja transfer"
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Pasal 8
(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal T huruf a

direncanakan sebesar Rp. 7"65 L.494.074.331,00, yang terdiri atas:
a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;

c. belanja hibah;

d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 3.390.5 18.248 .492,O0.

(3) Beianja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 2.532 .332.A77 .246,OA.

(a) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp. 1.693.301.376.043,00.

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf d
direncanakan sebesar Rp. 35.342.97 2.55A,AA.

Pasa1 9

(1)BClatta lnOdal sebagaiinana diinaksud dalam Pasa1 7 huruf b direncanakarl

sebesar Rp.1.891.236.869.239,00,yang terdiri atas:

a.belan」 a rnOdal tanah;

b.belaltta rnOdal peralatan dan inesin;

c. belatta rnOdal gedung dan bangunan;

d.belatta rr10daljalan,jaringan dan irigasi;

c.belatta rnOdal aset tctap lainnya.

(2)Belatta mOdal tanah sebagaiinana dilnaksud pada ttrat (1)huruf a

dircncanakan scbesar Rp.255.094.921.040,00.

(3)Bel〔這可a mOdal peralatan dan mesin sebagairnana dilnaksud pada ayat(1)

hur■lf b direncanakan sebesar Rp.246.547,177.469,00,

(4)BelanJa rnodal gedung dan bangunan scbagaillnana diinaksud pada ayat(1)

huruf c direncanakan sebesar Rp.499,429.767.701,00.

(5)Bclaltta rnOdal jalan,jaringan dan irigasi scbagairl■ ana diinaksud pada ayat

(1)huruf d direncanakan sebesar Rp.884.521.014.868,00.

(6)Belatta mOdal aset tctap lainnya sebagailnana dilnaksud pada 彎「at(1)

huruf e direncanakan sebesar Rp.5,643.988.161,00。
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Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c
direncanakan sebesar Rp.100.000.000.000,00, yang terdiri atas belanja tidak
terduga.

Pasai 1 1

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d
direncanakan sebesar Rp, 3.006.894.020. 146,aa, yang terdiri yang terdiri
atas :

a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.

Belanja b,agi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 2.588.aa7.T92.626,aa, yang terdiri dari belanja
bagi hasii pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa;
dan

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 418.884.227.52A,00 yang terdiri dari belanja
bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota.

Pasal 12

Anggaran pembiayaan tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar
Rp.638.000.000.000,00, yang terdiri atas :

a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal t2 huruf a
direncanakan sebesar Rp. 750.000.000,000,00, yang terdiri atas sisa lebih
perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 14

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal t2 huruf b
direncanakan sebesar Rp. 112.O00.OOO.0O0,O0, yang terd.iri atas penyertaan
modal daerah.

(2)
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Pasal 15

(1)SeliSih antara anggaran pcndapatan daerah dengan anggaran belatta

daerah IInengakibatkan tettadinya dcflsit scbesar Rp.638.000.00o.ooo,oo。

(2)Pcmbiayaan neto yang merupakan selisih penerirnaan pembiε
Oraan

terhadap    pengeluaran    pembittaan    direncanakan    sebesar

Rp.638.000.000.000,oo.

Pasa1 16

Dalarn keadaan darurat terrnasuk keperluan mendesak, Pemerintah

Dacrah dapat lnelakukan pen〔 ζeluaran yan〔ζ belurn tersedia ang≦ζarannya
dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan

daerah ini, yang selala」 utnya diinasukkan dalam perubahan anggaran
pendapatan dan belanJa daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran

2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan

perubahan peraturan kepala daerah tentang Pettabaran APBD dan

diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

Keadaan darurat sebagaiFllana dilnakstld pada ayat(1)rneliputi:

a.bencana alarn, bencana non― 〔通am, bencana sosial dan/atau k■ adian
luar biasa;

b, pelaksanaan operasi pencarian dan perto10ngan;dan/atau

c, kerusakan  sarana/praSarana  yang  dapat  mengganggu  kcgiatan

pelttanan publik,

Keperluan rnendesak sebagaimana diIIIlaksud pada ttat(1)rneliputi:

a. kebutuhan dacrah dalam rangka pel町anan dasar inasyarakat yang

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggttan bettalan;

b.belatta daerah yang bersifat mengikat dan bclatta yang bersiね t wttib;

c. pengcluaran dacrah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan

tidak dapat diprediksikan sebelumnva, serta amanat pcraturan

perundang―■lndangani dan/atau

d.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan lneniinbulkan

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau

masyarakat,

(2)

(3)
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Pasal 17

Uraian lcbih lal可 ut Anggaran Pcndapatan dan Belal■ 」a Daerah sebagairnana

dirnaksud dalam Pasa1 2, tercantum dalam Lttpiran scbagai bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan IDacrah ini terdiri dari:

1.Lampiran I    Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut KclornpOk

dan」cnis Pendapatan,Belatta,dan Pembiayaan;

2.Lampiran II   Ringkasan APBD yang Diklasittkasi Menurut Urusal■

Pernerintahan Daerah dan Organisasi;

3,Larnpiran IH   Rincian APBD menurut urllsan Pcrnerintahan Daerah,

Organisasi, Prograrn, Kegiatan, Sub Kegiatan, KelompOk,

」enis Pendapatan, Bela町 a,dan Pembittaan;

4.Lampiran IV   Rekapitulasi Belatta MenuFut Urusan Pemerintahan

Daerah,Organisasi,ProgFam,Kegiatan Beserta Hasil dan

Sub Kcgiatan Beserta Keluaran;

5. Lampiran V    Rekapitulasi BelalllJa Daerah Untuk Keselarasan dan

Ketcrpaduan urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi

Dalarl■ Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6.Lamplran VI   Rekapltulasi Belala」 a Untuk Pcmcnuhan SPⅣ I:

7.Lampiran VII   SinkrOnisasi Program pada RP」 MID dcngan Rancangan
APBD;

8. Lampiran VII  sinkrOnisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada

RKPD dan PPAS dengan RancanganAPBD;

9.Lampiran IX   sikronisasi Program Prioritas Nasional dcngan PrOgraln

Prioritas Daerah;

10.Lampiran X    Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per」abatan;
11.Lampiran XI   Daftar Piutang Dacrah;

12.Lampiran XII  Daftar Penyertaan MOdal Daerah dan lnvestasi Daerah

Lainnya;

13.Lampiran XIH  Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset

Tetap Daerah dan Aset Lain― Lttn;

14.Larnpiran XIV  Daftar Sub Kegiatan Tahunjamak(multy years);

15.Lampiran XV  Daftar Dana Cadangan;dan

16.Lampiran XVI Daftar Pittarnan Daerah.

Pasal 18

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
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Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara.

Ditetapkan di L/1edan
pada tangga1 31 Desember 2021
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan diヽ〔cdan

pada tangga1 31 Desember 2021

巧.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

AFIFI LUBIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSISUMATERA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 7

Salinan Sesuai dengan AslinYa
KBPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA TINGKAT I
NIP,197104131996031002

ttd

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUNIIATERA UTARA:(6-273/2021)


